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PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 29TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 32 TAHUN 2012
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

GUBERNUR BENGKULU,

bahwa dalam rangka penyempumaan sistem dan prosedur
pengelolaan keuangan daerale pada Pemerintah Provinsi
Bengkulu dal penyesuaian terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan saat ini, perlu dilakukan Perubahan
Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 32 "tahun 2Ol2
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
Provinsi Bengkulu;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
Bengkulu tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur
Bengkulu Nomor 32 Tahun 2OL2 terrtarrg Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan
Provinsi Bengkulu (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2828);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 20O3 tentang Keuangan
Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O03
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OA1 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4
Nomor 125, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kaIi,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20O8
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2O04 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara
Repubiik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2OO4
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438):

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OlI tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OLI Nomor a2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang
Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 7967 dan
Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34,
Tambahan l,ambaran
Nomor 2854);

Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OO5 tentang
Pengeioiaan Keuangan Bacian Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OOS Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
45021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peratu!'an Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2O10
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistern Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O10 Nomor
110, Tambahan l,embaran Negara Republik lndonesia
Nomor 515);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor .140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentar:.g
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2OO7 tentang
Organisasi Perangka,t Daerah (Lembaran Negara Repu-blik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
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Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Petaturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2O11 tentang Tata
Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan
Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 23, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5202);

Peraturan Pernerintah Nomor 2 Tahua 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peratrrran Pemerintah Nomor 27 Tahun 2O14 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2OlO tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
diubalr denga;r Peraturan Presiden N*mor 70 Talrlu.n 2012
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2O12 Nomor i55);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20O6
tentang Pedcman Pengelclaan Keuangan Dacrah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peratural Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1 Tahun 201 I
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 20O6 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 201 1

tentang Pedoman Pemberian Hibah dai: Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 45O),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 39 Tahun 2Ol2 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2O 1 I
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Ncgara Republik Indoncsia Tahun 2Ol2 Nomor 540);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

21. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2OO7
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Daerah (kmbaran Daerah
Provinsi Bengkulu Tahun 2007 Nomor 6 Tahun 2O07);
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 32 TAHUN 2012
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bengkulu
Nomor 32 Tahun 2O12 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2012
Nomor 32) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1

berbunyi sebagai be::ikut:
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daera}l adalah Provinsi Bengkulu
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Begkulu.
4. Kementerian adalah Kemenierian Dalam Negeri Republik

Indonesia.
5. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi

Bengkulu.
7. Dewan Perwakilan Ra\yat Daerah yang selanjutnya disingkat

DPRD adalah DPRD Provinsi Bengkulu.
8. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh Pemerintali Pror,'iasi Bengkulu dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi seiuas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahal Provinsi
Bengkulu yang dapat dinilai dengan uang termasuk
didalamnya segala bentuk kekayaan aset yang berhubungan
dcngan hak dan kewajiban daerah tersebut dalarn kerangka
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

10. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan
yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan, pertanggungiawaban, dan pengawasan keuangan
daerah.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama
oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan
peraturan Gubernur.

12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnl'a disingkat
SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi
Bengkulu yang bertanggungjawab kepada Gubemur dan
membaniu Gubemur dalam penyelenggaraan pemerintahan
selaku pengguna anggaran yang terdiri dari Sekretariat
Daerah/ Sekretariat Dewan/ Dinas / Badan/ Kantor ll*mbaga
Teknis Daerah.
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13. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah
Gubernur yang karena jabatannya mempunyai kewenangan
menyelenggarakal keseluruhan pengelolaan keuangan
daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan
pertanggungiawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut
kepada DPRD Provinsi Bengkulu.

14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah Pejabat yang ditunjuk Gr-rbernur
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan
bertindak sebagai bendahara umlrm daerah.

15. Satuan Kerja Pengeloia Keuangan Daerah yang selaljutnl'a
disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah
Provinsi Bengkulu yang melaksanakan pengeloia APBD.

16. Kepala SKPKD adalah Kepaia Biro Pengelolaan Keuangan
yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD
dan bertindak sebagai BUD.

17. Bendahara Umum Daerah yang seianjutnya disingkat BUD
adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai
bendahara umum daerah.

18. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan anggar€rn untuk melaksanakan tugas pokok
dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

19. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan barang milik daerah pada Pemerintah Provinsi
Bengkulu.

20. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan sebagian tugas BUD.

21. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat pada SKPD yang
dibcri kuasa untuk melaksanakan scbagian kevt enangan
pengguna anggaran da-lam melaksanakan sebagian tugas
dan fungsi SKPD.

22. Pejabat Fenatausahaan Keuangan SKPD/SKPKD yang
selanjutnya disingkat PPK-SKPD/SKPKD adalah pejabat
pada SKPD/SKPKD yang melaksanakan fungsi tata usaha
keuangan pada SKPD/SKPKD.

23. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya
disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang
melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu
program sesuai dengan bidang tugasnya.

24. Ber:dehara Penerimaan adalah pejabat fungsional paCa
SKPD yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan,
menyetorkal, menatausahakan, dan

daerah dalammerrpertanggungiawabkan uang pendapatan
rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional pada
SKPD yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan,
menatausahakan, dan mempertanggungiawabkan uang
untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan
APBD pada SKPD.
Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional
yang ditunjuk menerima, menf impan, rnembavarkan,
menatausahakan dan mempertanggungiawabkan uang
untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan
APBD pada unit keda SI(PD.

25.

26.
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Entitas pelaporan adalal unit pemerintahan pada
Pemerintah Provinsi Bengkulu yang terdiri atas satu atau
lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan wajib menyampaikan laporan
pertanggunglawaban ben:pa laporan keuangan.
Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna
anggaran/pengguna barang pada Pemerintah Provinsi
Bengkulu dan oleh karenanya 

"l'a,jib 
menyelenggarakan

akuntansi dan men)'usun laporan keuangan untuk
digabungkan pada entitas pelaporan.
Unit kerja adaiah bagian dari SKPD yang meiaksanakan satu
atau beberapa program.
Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur
yang saling berhubungan, untuk meiakukan suatu kegiatan
atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu.
Prosedur adalah perincian langkah-langkah dari sistem dan
rangkaian kegiatan yang saling berhubungan erat satu sama
lainnya untuk mencapai tujuan tertentu
Rencana Pernbaegunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan
Provinsi Bengkuluuntuk periode 5 (lima) tahun.
Rencana Perabangunan Tahunan Daerah, sclanjutny-a
disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah
dokumen perencaraan Provinsi Bengkulu untuk periode 1

(satu) tahun.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat TAPD adalah tim pada Provinsi Bengkulu yang
dibentuk dengan keputusan Gubernur dan dipimpin oleh
Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta
melaksanakan kebijakan Gubernur dalarn rangka
pen,'Lrsunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat
perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan
kebutuhan.
Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA
adalah dokumen pada Pemerintah Provinsi Bengkuiu yang
memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan
pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode
1 (satu) tahun.

36. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya
disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan
patokel batas maksimal a:rggaran pada Pemerintah Provinsi
Bengkulu yang diberikan kepada SKPD untuk setiap
program sebagai acuan dalam penlrusunan RKA-SKPD
sebelum disepakati dengan DPRD.
Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya
disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan darl
penganggaran pada Pemerintah Provinsi Bengkulu yang
berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan
kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD.
Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan
penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan
keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam
perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan
mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang
bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan
dalam prakiraan maju.

34.
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a')

35.

37.

38.



-7-

39. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah
rencana keq'a dan anggaran badan/dinas/biro keuangan
selaku Bendahara Umum Daerah.

4O. Prakiraan Maju (forward estimate) adalah perhitungan
kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari
tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan
program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi
dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

41. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang
akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan
anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

42. Pengangganan Terpadu (unifi.ed budgeting) adalah
pen5rusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan
secara terintegrasi untuk seiuruh jenis belanja guna
melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada
prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.

43. Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan dibidang
teftentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan
pembalgunan nasional.

44. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan
yang menjadi hak dal kewajiban se8ap tingkatan danr/atau
susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus
fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam
rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan
mensejahterakan masyarakat.

45. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk
upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan
menggunakan sumber daya yang disediakan untuk
mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.

46. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh
satu atau lebih unit ke{a pada SKPD sebagai bagian dari
pencapaian sasaran terukur pada suatu program da;r terdiri
dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya balk
yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal
termasuk peralatal <ian teknologi, dana, atau kombinasi
dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut
sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran
(output) dalam bentuk barangljasa.

47. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu
program atau keluaran yang diharapkan dari suatu
kegiatan.

50.

Keluaran (outputl adalah barang atau jasa yang dihasilkan
oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendu-kung
pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan
berfungsinya kcluaran dari kcgiatan-kegiatan daiam satu
program.
Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang
daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung
seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk
membayar seluruh pengeluaral daerah.
Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat
penyirnpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur
untuk menampung scluruh penerimaan daerah dan
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah
pada bank yang ditetapkan.

48.

49.

51.
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52. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh BUD.
53. Uang Persedian (UP) adalah sejumlah uang yang disediakan

untuk SKPD dalam melaksanakan kegiatan operasional
kantor sehari-hari.

54. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
55. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas

daerah.
56. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang

diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
57. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang

diakui sebagai pengurang nilai keka-vaan bersih.
58. Surpius Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara

pendapatan daerah dan belanja daerah.
59. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang anta!'a

pendapatan daerah dan belanja daerah.
60. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu

dibayar kembali danlatau pengeluaran yalg akan diterima
kembali, balk pada tahun anggaran yang bersangkutan
maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

61. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang seianjutnya disingkat
SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan
pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

62. Pinjarr:.an Daerah adalah semua transaksi yang
mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau
menerima maafaat yang bernilai uang Cari pihak lain
sehingga .daerah dibebani kewajiban untuk membayar
kembali.

63. Piutang Daerair adalah jumlah uang ,'ang wajib dibayar
kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah
yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pe{anjian
atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-
undangan atau akibat lainnya yang sah.

64. Utang Daerah adalah jumiah uang yang wajib dibayar
pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah
yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan
perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab
lainnya yang sah.

65. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna
mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang
tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

66. Investasi adalah penggunaar aset untuk memperoleh
manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat
sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat
meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka
pelayanan kepada masyarakat.

67. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari
Pemerintah Provinsi Bengkulu kepada pemerintah atau
pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat
dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah
ciitetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak
mengikat, serta tidak secara terus menerLls yang bertujuan
untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah
daerah.
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68. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa
uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu,
keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya
tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan
untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

69. Naskah Perjarjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat
NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara
pemerintah daerah dengan penerima hibah.

70. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk
oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia
secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi,
fungsi, agama dan kepercayaan terhadap T\rhan Yang Maha
Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam
rangka mencapai tujuan nacional dalam wadah Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila
teremasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat
nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-
undangan.

71. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya
disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat
pcndapatan cian belanja yang digunakan sebagai dasar
pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggar€rn.

72. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah yalg selanjutnya disingkat DPA-PPKD
adalah dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat Daerah
selaku Bendalara Umum Daerah.

73. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang
selaljutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang
memuat perubahan pendapataa dan belanja yang digunakan
sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh
pengguna anggaran.

74. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya
disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat sisa belanja
tahun sebelumnya sebagai dasar pelaksanaan anggaran
tahun berikutnya.

75. Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan
dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun
anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak
tahun jarnak.

76. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraal arus kas masuk
yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas
keluar untuk mengatu,r ketersediaan dana yang cukup guna
mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.

77. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD
adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk
melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.

78. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat
SPP adalah dokumen yang diterbitkar oleh pejabat yang
bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/ bendahara
pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

79. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP
adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran
untuk permintaan uang persediaan yang tidak dapat
dilakukan dengan pembayaran langsung.
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80. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-
GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara
pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan
yang bersifat pengisian kembali (reuoluing).

81. SPP Tambahan Uang Persediaan vang selanjutnya disingkat
SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara
pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan
guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak.

82. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah
dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk
permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas
dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah keda
lainnya yang dokumennya disiapkan oleh PPIK dan
pembayaran gaji tiengan jumlah, penerima, peruntukan, dan
waktu pembayaran tertentu.

83. Surat Perintah Membayar yang selanjutn5ra disingkat SPM
adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D
atas beban pengeluaran DPA/DPPA-SKPD.

84. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya
disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh
pcngguna anggaranl kuasa pengguna anggaran untuk
penerbitan SP2D atas beban beban pengeluaran DPA/DPPA-
SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk
mendanai kegiatan operasional kantor sehari-hari.

85. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang
selaniutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang
diterbitkan oleh pengguna anggaran / kuasa pengguna
anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran
DPA/DPPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk
mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.

86. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yarrg
selanjutny-a disingkai SPM TU adaiah dokumen yang
diterbitlan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna
anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran
DPA/DPPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari
jumlah uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai
dengan ketentuan.

87. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya
disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh
penggtrna anggaran / kuasa pengguna allggaran untr-rk
penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA/DPPA-SKPD
kepada pihak ketiga.

88. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat
SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar
pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan
SPM.

89. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau
diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan
lainnya yang sah.

9O. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga,
dan barang y".ng nj/ata dan pasti jumlahnya sebagai akitrat
perbuatan melawan hukum balk sengaja maupun lalai.
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91. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya
disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan
untuk memperoleh Barang/Jasa oieh

PerangkatKementerian / Lembaga / SatuanKerj a
Daerah/Institusi lainnya _yang prosesnyadimulai dari
perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh
kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

92. Peny,-edia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang
perseorangan yang menyediakan Barang/ Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Konsultansi/ Jasa Lainnya.

93. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun ridak
berwrrjud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat
diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan
oieh Pengguna Barang.

94. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh
yangberhubungan dengan pelaksanaan
bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.

95. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional
1,'angmembutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang
keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir
(brainware).

96. Jasa Lainnya acialah jasa yang membutuhkan
kemampuantertentu yang mengutamakan keterampilan
(skillware) dalamsuatu sistem tata kelola yang telah dikenal
luas di dunia usahauntuk menyelesaikan suatu pekerjaan
atau segala pekerjaandan/atau penyediaan jasa selain Jasa
Konsultansi, pelaksanaalPekerjaan Konstruksi dan
pengadaan Barang.

97. Badar: Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
BLUD adalah SKPD/unit kcda pada SKPD di lingkungan
Pemerintah Provinsi Bengkulu yang dibentuk untuk
memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa
penyediaal bararrg dan/ atau jasa yang dijuaf tanpa
mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan
kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan
produktivitas

dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi

Pasal 2
(1) Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah

mencakup tata cara penJrusunan, pelaksanaan,
penatausahaan dan akuntansi, pelaporan, pengawasan dan
pertanggungiawaban keuangan daerah.

(2) Dihapus.

3. Ketentuan Pasal 7 dihapus.

4. Ketentuan Pasal 8 dihapus.

5. Ketentuan Pasal 9 dihapus.

6. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 13
(2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

oleh TAPD bersama Badan Anggaran DPRD.

pekerjaan
konstruksi

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2)
sebagai berikut:
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7. Ketentuan Pasal 15 ayat l2l huruf d diubah, sehingga Pasal lS
ayat (2) huruf d berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15
(21 Rancangan surat edaran Gubernur tentang pedoman

penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada avat
(1) mencakup :

d. dokumen sebagai lampiran surat edaral meliputi KUA,
PPAS dan dokumen lainnya sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

8. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 16
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16
(1) Berdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), kepala
SKPD menyusun RKA-SKPD.

(2) RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan
kerangka pengeluaran jangka menengah daerah,
penganggaran terpadu dan penganggaran trerdasarkan
prestasi kerja.

9. Ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat (3) dan ayat (a) diubah,
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17
(1) Berdasarkan pedoman pen5rusunan RKA-SKPD

sebagaimana dimaksud cialam Pasal 15 ayat (3), kepala
SKPD menyrrsun RKA-SKPD.

(2) Prakiraan maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi
perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan
yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari
tahun anggaran )/ang direncanakan.

(3) Pendekatan penganggaran terpadu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 ayat (2) dilakukan dengan memadukan
seluruh proses perencanaan dan penganggaran pendapatan,
belanja, dan pembiayaan di lingkungan SKPD untuk
menghasilkan dokumen RKA.

(4) Pendekatan pengangga-ran berdasarkan prestasi kerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasa-l 16 ayat (2) dilakukan
dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan
dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil
serta malfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam
pencapaian hasil dan keluaran tersebut.

10. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 18 ayat (1)
berbunyi sebagai berikut:

Pasai 18
(1) Untuk terlaksananya pen5rusunan RKA-SKPD berdasarkan

pendekatan sebagaimana dimaksud daiam Pasal 16 ayat (2)
dan terciptanya kesinambungan RKA-SKPD, kepala SKPD
mengevaluasi hasil pelaksanaan progr€rm dan ke$atan 2
(dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester
pertama tahun anggaran berjalan.
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11. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 19 ayat (l)
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19
(1) Penyusunan RKA-SKPD berdasarkan prestasi kerja

sebagaimana dimaksud dalam Pa sal 16 ayat (21

berdasarkan pada indikator kinerja, capaian atau target
kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan
standar pela5ranan minimal.

12. Ketentuan Pasal 2O ayat {1) diubah, sehingga Pasal 2O ayat (1)
berbunyi sebagai berikui.:

Pasal 20
(1) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1)

memuat rencana pendapatan, rencana beianja untuk
masing-masing program dan kegiatan, serta rencana
pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai
dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaal
serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.

13. Ketentuan Pasal 24 ayat (21 diubah, sehingga Pasal 24 ayat (21

berbunyi sebagai berikut:
PasaL 24

(2) RKA-SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat
program/ kegiatan.

14. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 29
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah
disusun olch PPKD disampaikan kcpada Gubernu:-.

15. Ketentuan Pasal 33 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 33 ayat (4)
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33
(4) Rancangan Peraturan Gubernur tentang APBD

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan
lampiran yang terdiri dari :

a. rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek,
rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan;

b. rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan
daerah, organisasi, program dan kegiatan;

c. rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan
keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi
dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;

d. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
e. daftar piutang daerah;
f. daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
g. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset

tetap daerah;
h. d,alt* perkiraan penambahan dan pengurangan aset

lain-1ain;
i. daftar kegiatal-kegiatan tahun anggaran sebelumnya

yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam
ter-l. un anggaran ini;

j. ringkasan APBD menurut urusa-n pemerintahan daerah
dan organisasi;
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k. daftar dana cadangan daerah; dan
1. daftar pinjaman daerah.

16. Ketentuan Pasal 36 ayat (1) diubah, kemudian ayat (4) dan
ayat (7) dihapus, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasa-l 36
(1) Rancangan Peraturan daerah tentang APBD yang telah

disetujui bersama DPRD dan rancangan peraturan
Gubernur tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan
oleh Gubemur paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan
kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi.

(2) Penyampaian r€rncangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disertai dengan:

a. persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan
DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang
APBD;

b. KUA dan PPAS yang disepakati antzira Gubernur dan
pimpinan DPRD;

c. risalah sidang jalannya pembahasan terhadap
rancangan peraturan daerah tentang APBD; dan

d. nota keuangan dan pidato Gubernur perihal
penyampaian pengantar nota keuangan pada sidang
DPRD.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan
untuk tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dan
kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik
dan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh mana
APBD Pemerintah Daerah tidak bertentangan dengan
kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan/atau
peraturan daerah lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah
Provinsi Bengkulu bersangkutan.

(4) dihapus.
(5) Apabila Menteri Dalam Negeri menetapkan pernyataan hasil

evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
dan rancalgan Peraturan Gubernur tentang penjabaran
APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum Can
peraturan perundang-undangan yang iebih tinggi, Gubernur
menetapkan rancang€rn dimaksud menjadi peraturan
dacrah dan peraturan Gubcrnur.

(6) Dalam hal Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi
rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan
peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD tidak sesuai
dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi, Gubernur bersama DPRD
melakukan penyempurnaan paling Tama 7 (tujuh) hari kerja
terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

(7) dihapus.

17. Ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal
37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37
(1) Paling lanna 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan,

Gubernur harus memberhentikan pelaksanaan peraturan
daerah dan selanjutnya DPRD bersama Gubernur mencabut
peraturan daerah dimaksud.

(2) Pencabutan peraturan daerah scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan peraturan daerah tentang
pencabutan peraturan daerah tentang APBD.
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(3) Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBD tahun
sebelumnya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

18. Ketentuan Pasa,l 38 ayat (1) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal
38 berbuny-i sebagai berikut:

Pasal 38
(1) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimala dimaksud pada

Pasal 36 ayat (6) dilakukan Gubernur bersama dengan
Badan Anggaran DPRD.

(2) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan oleh pimpinan DPRD.
(3) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dijadikan dasar penetapan peraruran daerah
tentang APBD.

(4) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) bersifat linal dan dilaporkan pada sidang paripurna
berikutnya.

(5) Sidang paripurna berikutnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) yakni setelah sidang paripurna pengambilan
kepuiusan bersama terhadap rancangan peratur€rn daerah
tentang APBD.

(6) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri paling
lama 3 (tiga) hari ke5'a setelah keputusan tersebut
ditetapkae.

(7) Dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka pejabat
yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
selaku pimpinan sementara DPRD yang menandatangarri
keputusan pimpinan DPRD.

19. Ketentuan Pasal 39 ayat (l) dan ayat (a) diubah, sehingga Pasal
39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39
(1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan r€rncangE[r

Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD yang telah
dievaluasi ditetapkan oleh Gubernur menjadi peraturan
daerah tentang APBD dan peraturan Gubernur tentang
penjabaran APBD.

(2) Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan
Gubernur tentang penjabaran APBD setragaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember
tahun anggaran sebelumnya.

(3) Dalam ha1 Gubernur berhalangan tetap, maka pejabat yang
ditunjuk dan ditetapkal oleh pejabat yang berwenang
selaku penjabat/pelaksana tugas Gubernur yang
meneiapkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan
Gubernur tentang penjabaran APBD.

(4) Gubernur menyampaikan Peraturan Daerah tentang APBD
dan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD kepada
Menteri Dalam Negeri paling lama 7 (tujuh) hari kerja
setelah ditetapkan.

(5) Untuk memenuhi asas transparansi, Gubernur wajib
menginformasikan substansi Peraturan Daerah tentang
APBD kepada masyarakat yang telah diundangkan cialam
Lembaran Daerah.
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20. Ketentuan Pasal 40 ayat (9) dan ayat (1O) diubah, sehingga
Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasa] 40
(1) Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah daiam

rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola
dalam APBD.

(2) Setiap SKPD yarg mempunyai tugas memungut dan/atau
menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan
pemungutan dan/ atau penerimaan berdasarkan ketentuan
yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

i3) Penerimaan SILDD ciilarang digunakan langsung untuk
membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh
peraturan perundang-undangan.

(4) Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke
rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.

(5) Jumlah belania yang dianggarkan dalam APBD mempakari
batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja.

(6) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada arrggarar, belanja
jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak
cukup tersedia dalam APBD.

(7) Pengeluaran sebagairnana dimaksud pada ayat (6) dapat
dilakukan jika dalam keadaan darurat, yang scianjutnya
diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan/atau
disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

(8) Ifuiteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat
(71 ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

(9) Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban
anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah
ditctapkan dalan: APBD.

(10)Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat,
tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketenruan
peraturan perunciang-und angan.

21. Ketentuan Pasal 41 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 41 ayat (1)
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41
(1) PPKD memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar

menyusun dan menyamp:rikan rancangan DPA-SKPD pating
lambat 3 (tiga) hari kerja seteiah APBD ditetapkan.

22. Ketentuan Pasal 42 ayat (2) dan ayat (3) huruf a diubah,
sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42
(1) Pada SKPKD disusun DPA-SKPD dan DPA-PPKD.
(2) DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat

program/ kegiatan.
(3) DPA-PPKD digunakan untuk menampung:

a. Penerimaan pajak daerah dan pendapatan yang berasal
dari dana perimbangan dan pendapatan hibah;

b. Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dalam
bentuk uang, belanja bantuan sosial dalam bentuk uang,
belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan
belanja tidak terduga; dan

c. Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan
daerah.
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23. Ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (3) diubah, kemudian
ayat (21 dihapus, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasai 46
(1) Semua pendapatan daerah dilakukan melalui rekening kas

umum daerah.
(2) Dihapus.
(3) Setiap pendapataa harus didukung oleh bukti yang lengkap

dan sah.

24. Ketentuan Pasal 48 ayat (l) dan ayat (3) dihapus, kemudian
ayat (21 diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48
(1) Dihapus.
(2) Komisi, rabat, potongan atau pendapatan lain dengan nama

dan dalam bentuk apa pun yang dapat dinilai dengan uang,
balk secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar-
menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan baralg dal
jasa termasuk pendapatan bunga, jasa grro atau
pendapatan lain sebagai akibat penyimpanan dana
anggaran pada bank serta pendapatan dari hasil
pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya
merupakan pendapatan daerah.

(3) Dihapus.

25. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 49
(l) Pengembalian atas kelebihan pendapatan dilakukan dengan

membebankan pada pendapatan yang bersangkutan untuk
pengembalian pendapatan yang terjadi dalam tahun yang
sama.

(2) Untuk pengembalian kelebihan pendapatan yang terjadi
pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja
tidak terduga.

(3) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) harus didukung dengan bukti yang lengkap dan
sah.

26. Ketentuan Pasal 51 ayat (1) diubah, kemudian ayat (5)
dihapus, sehingga Pasal 51 berbunl.i sebagai berikut:

Pasal 51
(1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus

didukung dengan bukti yang lengkap dan sair.
(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat

pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung
jawab atas kebenaran material yang timbul dari
penggunaan bukti dimaksud.

(3) Pengeluaran kas vang mengakibatkan beban APBD tidak
dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran
daerah.

(4) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak
termasuk untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja
yang bersifat wajib yang ditetapkan cialam Peraturan
Gubernur.

(5) Dihapus.
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2T.Diantara Pasal 52 dan Pasal 53 ditambahkan I (satu) Pasal
baru yaitu Pasal 52A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52A
(1) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52

ayat (1) digunakan untuk menganggarkan bantuan
keuangan yang bersifat umum dan bersifat khusus dari
Provinsi ke Kabupaten/kota dan pemerintah daerah lainnya
dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan
kemampuan keuangan dan kepada partai politik

(2) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana
dimaksud ayat (1) peruntukan dan penggunaannya
diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah
Kabupaten/ kota

(3) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) peruntukan dan pengelolaannya
diserahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi
bantuan.

(4) Pemberi bantuan bersifat khusus sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) Capat mensyaratkan pen;;ediaan dana
pendamping dalam APBD Kabupaten/ kota.

28. Ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal
53 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53
(1) Dasar pengeluaran anggaran belanja tidak terduga yang

dianggarkan dalam APBD untuk mendanai tanggap darurat,
penanggulangan bencana alam dan / atau bencana sosial,
termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah
tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup ditetapkan
dengan keputusal Gubernur dart diberitahukan kepada
DPRD paling lama 1 (satr-l) bulan terhitung sejak keputusan
dimaksud ditetapkan.

(2) Pengeluaran belanja untuk tanggap darurat sebagaimana
ciimaksuci pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan yang
diusulkan dari SKPD berkenaan setelah mempertimbangkan
efisiensi dan efektifitas serta menghindari adanya tumpang
tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah
didanai dari sumber dana lain.

{3) Pimpinan instansi penerima dana tanggap darurat
bertanggunglawab atas penggunaan dana tersebut dan
wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan kepada
atasan langsung dan Gubernur.

(4) Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak
terduga untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan Gubernur.

29. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 54

Bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu
sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak
lainnya, wajib menyetorkal seluruh penerimaan potongal dal
pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara pada bank
yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai bank persepsi
atau pos giro dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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30. Ketentuan Pasal 56 ayat (1) diubah, kemudian ayat (21, ayat (3)
dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 56
(1) Untuk keiancaran tugas SKPD, kepada pengguna

anggaran / kuasa pengguna anggar€rn dapat diberikan uang
persediaan yang dikelola oleh bendahara
pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu.

(2) Dihapus.
(3) Dihapus.
(4) Dihapus.

31. Ketentuan Pasal 57 dihapus.

32. Keteniuan Pasal 58 dihapus.

33. Ketentuan Pasal 6O ayat (1) diubah, sehingga Pasal 60 ayat (1)

berbunyi sebagai berikut:
Pasal 6O

(1) Pelaksanaan kegiatan lanjutan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 59 huruf b didas:rrkan pada DPA-SKPD yang
telah disahkan kembali oleh PPKD menjadi DPA Lanjutan
SKPD (DPAL-SKPD) tahun anggarzrn berikutnya.

34. pada Bab IV setelah Bagian Kelima ditambahkan satu Bagian
yalg baru yaitu Bagian Keenam yalg berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam
Paragraf 1

Dana Cadangan
Pasal 60A

(1) Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas
nama dana cadangan Pemerintah Daerah yang dikelola oleh
BUD.

(2) Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai
prograrn dan kegiata-n lajn diluar yang telah ditetapka,n
dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana
cadangan.

(3i Program kegiatar-i yairg dii.etapkan berdasarkari peraturan
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
apabila dana cadangan telah mencukupi untuk
melaksanakan program kegiatan.

(4) Untuk pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dana cadangan dimaksud terlebih
dahulu dipindahbukuhkal ke rekening kas umum daerah.

(5) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
paling tinggi sejumlah pagu dana cadangan i,ang akan
digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam
tahun anggaran berkenan sesuai dengan yang ditetapkan
dalam Peraturan Daerah tentang pembentukan dana
cadangan.

(6) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh
kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

(7) Dalam hal program dan kegiatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) telah selesai dilaksanakan dan target
kinerjanya telah tercapai, maka dana cadangan yang masih
tersisa pada rekening dana cadangan, dipindahbukukan ke
rekening kas umum daerah.
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Pasal 6O8
(1) Dalam hal dana cadangan yang ditempatkan pada rekeningdana cadangan belum digunakan seiuai dengai

peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan daLmportofolio yang memtrerikan hasil tetap d-engan resiko
rendah.

(2) Penerimaan hasil bunga/deviden rekening dana cadangal
dan penempatan dalam portofoiio sebagaimana dimakiud
ayat (1) menambah dana cadangan.

(3) Portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) metiputi:
a. Deposito;
b. Sertiiikat Bank Indonesia (SBI);
c. Surat Perbendaharaan Negara (SpN);
d. Surat Utang Negara (SUN); dan
e. Surat berharga lainnya yang dijamin pemerintah.

{4) Penata-u-sahaan pelaksaltaurn program dan kegiatan ya_ng
dibiayai dari dana cadalgan diperlakukan sama dengan
penatausahaan pelaksana an program /kegiataa iainnya.

Paragrol 2
Investasi
Pasal 6OC

(1) Investasi awal dan penambahan investasi dicatat pada
rekening penyertaan modal (investasi) daerah.

(2) Pengrrrangan pen_iualan,, dan/atau pengalihan investasi
dicatat pada rekening penjualan kekayaan daerah yang
dipisahkan (divestasi modal).

Paragraf 3
Pinjamal Daerah dan Obligasi Daerah

Pasal 60D
(1) Penerimaan pinjaman daerah dan obligasi daerah dilakukan

melalui rekening kas umum daerah.
(2) Pernenntah daerah tidak dapat mernberikar: jaminan atas

pinjaman pihak lain.
(3) Pendapatan daerah dan/atau aset daerah (barang milik

daerahi tidak boleh di.jadikan jaminan pin;'aman ciaerah.
(4) Kegiatan yang dibiayai dari obligasi daerah beserta barang

milik daerah yang melekat dalam kegiatan tersebut dapal
dijadikan jaminan obligasi daerah.

Pasal 60E
Kepala SKPKD melakukan penatausahaar] atas pinjaman
daerah dan obligasi daerah.

Pasal 60E
(1) Pemerintah daerah wajib melaporkar posisi kumulatif

pinjaman dan kewajiban pinjaman Lepada Menteri
Keuangan dan Menteri Dalam Negeri setiap ikhir semester
tahun anggaran beq'alan.

(2) Pada Posisi komulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman
sebaga,imana dimaksud pada ayat {t1, Cubemur dapatmelakukan pelampauan pembayaran mendahulrri
perubahan atau setelah perubahan ApBD.

Pasal 6OG
(1) Pgiamp.auan pembayaran bunga dan pokok utang dan/atau

obligasi Caera} sebelum per,-rbahin ApBD dilapcrkan
kepada DPRD dalam pembahasan awal perubahan epgD.
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(2) Pelampauan pembayaran bunga dan pokok utang dan/atau
obligasi daerah setelah pelampauan APBD dilaporkan
kepada DPRD daiam laporan realisasi anggaran.

Pasa,i 6OH
(i) Kepala SKPKD melaksanakan pembayaran bunga dari

cicilan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang jatuh
tempo.

(2) Pembayaran bunga pinjaman danf atau obligasi <iaerah
dicatat pada rekening belanja bunga.

(3) Pembayaran denda pinjaman dan/ atau obligasi daerah
dicatat pada rekening belanja bunga.

(4) Pembayaran pokok pinjaman dan f atau obligasi daerah
dicata-t pada rekening cicilan pokok r-rta-ng ya-ng ja,trr-h tempc.

Pasal 6OI
(1) Pengelolaan obiigasi daerah ditetapkan dengan Peraturan

Gubermrr-
(2) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sekurang-kurangnya mengatur mengenai :

a. Penetapan strategi dan kebijakan pengelolaan obligasi
daerah termasuk kebijakan pengendalian resiko;

b. Perencanaan dan penetapan pcrtofclio pinjaman Caerah
c. Penerbitan obligasi daerah;
d. Penjualan obligasi daerah melalui lelang dan/atau tanpa

ieiang;
e. Pembelian kembali obligasi daerah sebelum jatuh tempo;
f. Pelunasan; dal
g. Aktivitas lain dalam rangka pengembangan paszrr

perdana ke pasar sekunder obligasi daerah.
{3) Penlrrsunan Peratural Gubernur sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berpedoman pada Peratural Menteri Dalam
Negeri.

Parag::af 4
Piutang Daerah

Pasal 60J
(i) Seti:rp piutang daerah diseiesaikan seiuruhnya ciengan iepat

waktu.
(2) PPK-SKPD melakukan penatusahaan atas penerimaan

piutang atau tagihan daerah yang menjadi tanggung jawab
SKPD.

Pasal 6OK
(1) Fiutang atau tagihan daerah yang tidak dapat diselesaikan

seluruhnya pada saat jatuh tempo, diseiesaikan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Piutang daerah jenis tertentu seperti piutang pajak daerah
dan piutang retribusi daerah merupakan prioritas untuk
dldahuh-rkan penyelesaiannya sesuai dengan keteniua::
peraturan perundang-undangan.

Pasal 60L
(1) Piutang daerah yang terjadi sebagai akibat hubungan

keperdataan dapat diselesaikan dengan cara damai, kecuali
piutang daerah yang czrra penyelesaiannya diatur tersendiri
dalam peraturan perundang-undangan.

(2) Piutang daerah dapat dihapuskan dari pembukuan dengan
penlrelesaian secara mutlak atau trersl'arai, kccuali cara
penyelesaiannya diatur lain dalam peraturan perundang-
undangan.
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(3) Penghapusan piutang daerah sebagaimana dimaksud pada
ayal (2) ditetapkan oleh :

a. Gubernur untuk jumlah sampai dengan
Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

b. Gubernur dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih
dari Rp. 5.OOO.0O0.OO0,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 60M
(1) Kepaia SKPKD melaksanakan penagihan dan

menatausahakan piutang daerah.
(2) Untuk melaksanakan penagihal piutang daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala SKPKD
menyiapkan bukti dan administrasi penagihan.

(-a) Format surat penagihan piutang daerah, surat penagihan
berulang piutang daerah, register surat penagrhan piutang
daerah, dan register surat penpgrhan berulang piutang
daerah berpeciomtrn pada peraturan perunderng-undangan.

Pasal 6ON
(1) Kepala SKPKD setiap bulan melaporkan realisasi

penerimaan piutang kepada Gubernur.
(2) Bukti pembayaran piutang SKPKD dari pihak ketiga harus

dipisaltkan dengan bukti penerimaatr kas atas pendapatart
pada tahun anggaran berjalan.

35. Ketentuan Pasal 62 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 62 ayat (1)
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62
(1) Pengguna anggaran / kuasa pengguna anggar€rn, bendahara

penerimaanlbendahara penerimaan pembantu, bendahara
pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu dan orang
atau badan yang menerima atau menguasai
uang/barang lkekayaan daerah wajib menyelenggarakan
penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

36. Ketentuan Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2) diubah, kemudian
ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu a,vat (6), sehingga Pasal
63 berbunyi sebagai berikut:

Pasal. 63
{1} Ltntuk pelaksanaan APBD, Gubernur rnenetapkan:

a. pejabat yang diberi wewen€rng menandatangali SPD;
b. pejabat yarlg diberi wewenang menandatangani SPM dan

mengesahkan SPJ;
c. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;
d. bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran;
e. bendahara pengeluaran yang mengelota belanja bunga,

belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial,
belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belan-fa
tidak terduga, dan pengeluaran pembiayaan pada
SKPKD;

f. bendahara penerimaan pembantu dan bendahara
pengeluaran pembantu SKPD; dan

g. pejabat lainnya dalam rangka peiaksanaan APBD.
(2i Penetapan pejabat yang ciitunjuk sebagai kuasa pengguna

anggaran yang diberi wewenang menandatangani SpM
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan
sesuai dengan kebutuhan.
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(3) Penetapan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf g, didelegasikan oleh Gubernur kepada kepaia
SKPD.

(4) Pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
mencakup:
a. PPK-SKPD yang diberi wewenang melaksanakan fungsi

tata usa-ha keuangan pada SKPD;
b, PPIK 5.ang diberi v,relvenang melal-rsanakan se-tu ata'-l

beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan
bidang tugasnya;

c. pejabat y-ang riiberi !!'e\e€nang menanciatangafli surat
bukti pemungutan pendapatan daerah;

d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani bukti
penerimaan kas dan bukti penerimaan iainnya yang sah;
dan

e. pembantu bendahara penerimaan dan/ atau pembantu
bendahara pengeluaran.

(5) Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (4! dilaksanakan sebelum dimulainya tahun anggaran
berkenaan.

(6) Apabila pejabat yang telah ditetapkan sebagaimana
dimaksud pada a3,-at ( 1) karena sesuatu ha1 tidak Capat
melaksakan tugas dan tanggungjawabnya, maka dapat
ditunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk
meiaksanakan tugas cial tanggungjawab sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yalg berlaku.

37. Ketentuan Pasal 64 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 64 ayat (1)
berbunyi sebagai berikut:

rasal ()+
(1) Untuk mendukung kelancaran tugas perbendaharaan,

bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu
dan bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran
pembantu dapat dibantu oleh pembantu bendahara.

38. Dian'"ar-a Pasal 64 dan Pasal 65 disisipkan 1 (saLu) Pasal baru
yaitu Pasal 64A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64A
(i) Apabiia bendahara perrgeluaran berhalangan dan tidak

dapat melaksanakan tugas dan tanggungiawabnya dalam
jalgka waktu 3 (tiga) hari kerja sampai dengan 1 (satu)
bulan kerja, maka bendahara pengeluaran wajib
memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk
melaksanakan fllgas dal tanggungiavzab setragai bendahara
pengeluaran melalui surat kuasa atas persetujuan kepala
SKPD.

(2) Apabila bendahara pengeluaran tiCak dapat melaksanakan
tugas dan tanggungjawabnya sampai dengan waktu 3 (tiga)
Bulan kerja, mala kepala SKPD dapat menunjuk seorang
penjabat bendahara pengeluaran dengan persetujuan
Gubernur.

(3) Apabila dalam waktu lebih dari 3 (tiga) bulan kerja
bendahara pengeluaran tidak dapat melaksanakan tugas
dan tanggungiawabnya, maka dapat dianggap yang
bersangkutarr telah mengundurkan diri sebagai bendahara
pengeluaran dan segera diberhentikan dan diusulkan
penggantinya dengan Keputusan Gubernur.
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39. Ketentuan Pasal 67 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 67 ayat (1)
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67
(1) Bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan

penatausahaan terhadao seluruh penerimaan dan
penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung
jawabnya.

4O. Ketentuan Pasal 74 ayat (2) cliubah, kemudian ditambahkan 1

(satu) ayat baru yaitu ayat (3), sehingga Pasal 74 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 74
(1) Pengeluaran kas atas beban APBD dilakukan berdasarkan

SPD atau dr:kumen lain 1-ang dipersamakan dengan *sPD.
(2) Penerbitan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diiakukan per periode sesuai dengan ketersediaan dana.
(3i Apabiia Si{PD membutuhkan penye<iiaan dana yting tidak

sesuai asumsi anggaran kas, maka dapat diterbitkan SPD
atas usulan SKPD yang teiah disetujui oleh PPKD.

41. Ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasai
75 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75
(1) Berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan

dengan SPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat
(1), bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran
pembantu mengajukan SPP kepada pengguna
anggaral / kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD.

(2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. SPP Uang Persediaan (SPP-UP);
b. SPP Canti Uang (SFP-CU);
c. SPP Tambahan Uang (SPP-TU); dan
d. SPP Langsung (SPP-LS).

iSj Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayai (2), hurui
c diiampiri dengan daftar rincian rencana penggunaan dana
sampai dengan Rincian Obyek Belanja.

42. Ketentuan Pasal 76 ayat (1) diubah, kemudian ayat (2| huruf c
dihapus, sehingga Pasal 76 berbunyi sebagai berikut:

Pasai 76
(1) Pengajuan dokumen SPP-UP dilakukan oleh bendahara

pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk
memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/ kuasa
pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka
oengisian uang persediaan.

(2) Dokumen SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dari:
a er rra f nFrr.r^r,ltar qPP-ITP'

b. ringkasan SPP-UP;
c. dihapus;
d. salinan SPD;
e. draft surat pernyataan untut ditandatangani oleh

pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran yang
menyatakan bahwa uang yang diminta tidak
dipergunakan untuk keperluan selain uang persediaan
saat pengajuan SP2D kepada BUD/kuasa BUD; dan

f. lampiran lain yang diperlukan.
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(2) Dokumen SPP-LS untuk pemb ayaxan gaji dan tunjangan
serta penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri dari:
a. surat Pengantar SPP-LS;
b. ringkasan SPP-LS:
c. rincian SPP-LS; dan
d. lampiran SPP-LS.

(3) Lampiian dokumen SPP-LS untuk pembayaran gaji dan
' 'tunjangan serta penghasilan lainnya sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf d mencakup:
a. pembaYaran gaji inciuk;
b. gaji susulan;
c. kekurangan gaji;
d. gaji terusan;

". 
irtg duka wafat/ tewas yang dilengkapi dengan daftar
gaji induk/ gaji susulan;

f. SK CPNS;
g. SK PNS;
h. SK kenaikan Pangkat;
i. SKjabatan;
j. kenaikan gaji berkala;
k. surat Pcrnyataan Pclantikan;
1. surat pernyataan masih menduduki jabatan;
m. surat pernyataan melaksanakan tugas;
n. daftar keluarga (KP4);
o. fotokoPi surat nikah;
p. fotokoPi akte kelahiran;
q. surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP)

caji;
r. daftar potongan seu/a rumah dinas;
s. surat keterangan masih sekolah/kuliah;
t. surat Pindah;
u. surat kemarian;
v. SSP PPh Pasal 21;
w.peraturan perundang-undangan mengenai penghasilan

pimpinan dan alggota DPRD serta gaji dan tunjangan
Gubernur /Wakil Gubernur; dan

x. daftar PembaYaran honorarium'
(4) Kelengkapan lampiran dokumen SPP-LS pembayaran gaji

dan t ,.rjrt garr serta penghasilan lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) digr-rnakan sesuai dengan
peruntukannYa.

47. Ketentuan Pasal 81 ayat (3) huruf h diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut: 

Pasar g1

(3) Lampiran dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan
jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 12) huruf d
mencakup:
h. kwitansi bermaterai, nota/faktur yang ditandatangani

pihak ketiga dan PPTK serta disetujui oleh pengguna
anggaran I kluasa pengguna anggaran;

48. Ketentuan Pasal 83 ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 83
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83
(1) Permintaan pembayaran untuk suatu kegiatan dapat terdiri

dari SPP-LS dan I atau SPP-UP/GU/TU.



(2)SPP-LS ""0"*.,i1", dimaksud - 
pada avat (1) untuk

' 'pembayarat lrt g"r.rg kepada pihak tetiga berdasarkan
Lo.,ttai< dan/atau surat perintah kerja setelah

diperhitungkan kewajiban pihak .ketiga sesuai dengan

ke1entuan peraturan perundang-undangan'
(3) SPP-LS beianja barang dan jasa untuk kebutuhan SKPD

yang bukan pemb uyir^n langsung kepada pihak ketiga

tit"'ioto otih bendahara pengeluaran/ bendahara

pengeluaran Pembantu.
(4) Dihapus.

49. Ketentuan Pasal 84 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 84

Permintaan pembayaran belanja bunga, subsidi' hibah'
bantuan sosial, belanla bagi hasil, bantuan keuangan' dan

p"*ti"y""" oleh bendahari pengeluaran. SKPKD dilakukan
i".rga; menerbiikan SPP-LS yang diajukan kepada PPiiD

melalui PPK- SKPKD.

50. Diantara Pasal 87 dan Pasal 88 disisipkan 1 (satu) Pasal baru
yaitu Pasal 87A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87A
Seluruh kelengkapan dokumen SPP yang telah diverifikasi oleh

PPK-SKPD aiarsiptan oieh PPK-SKPD dan Bendahara

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran P9m-!antu, serta dapat
dimi-nta oleh PPKD atau pihak lain apabila dibutuhkan'

sl.Ketentuan Pasal 93 ayat (21, ayat (3), ayat (4) dan 1V-at (5-)

diubah, kemudian diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1

(satu) ayat Lraru yaitu ayat (4a) dan diantara ayat (5i dan ayat

ie; ai"i.iptu.t 1 lsatu) ayat baru yaitu ayat (5a) , sehingga Pasal

93 berbunYi sebagai berikut:
Pasal 93

(1) BUD/Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang
' ' diajukan oieh pengguna anggaral / kuasa pengguna

anggaran "gr. 
p.rrg.lJr.an yang diajukan tidak melampaui

pufr d".t m.m..tuhi persyaratan yang ditetapkan dalam
peraturan Perundang-undangan'

(2) i<elengkapan dokumen SPM-UP untuk penerbitan SP2D

mencakup:
surat Pernyataan tanggung jawab Pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaranldan
Salinan SPD'

(3) Kelengkapan dokumen SPM-GU untuk penerbitan SP2D

mencakup:
a. Surat pernyataan pengajuan SPP GU;
b. Laporal Pengesahan Pertanggungiawa-b-an Bendahara

Pei-rgeluaran vang telah diteliti dan diverifikasi PPK SKPD

serta telah diregistrasi bagian akuntansi;
c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas pengesahan SPJ

UP/GU (bermaterai);
d. Surat PernYataan Tanggung Jawab Belanja

(bermaterai);dan
e. Salinan SPD.

(4) Kelengkapan dokumen SPM-TU untuk penerbitan SP2D

mencakup:
a. Surat Keterangan Pengajuan SPP-TU;
b. SP2D TU Nihil dari penggunan SP2D-TU sebelumnya;
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c. Surat Persetujuan pengajuan SPP-TU dari PPKD;dan
d. Salinan SPD.

{4a)Kelengkapan dokumen SPM-GU/TU Nihil untuk penerbitan
SP2D mencakup:
a. Surat pemyataan pengajuan SPP GU/TU;
b. Laporan Pengesahan Pertanggunglawaban Bendahara

Pengeluaran yang teiah diteliti dal diverifikasi PPK SKPD
serta telah diregistrasi bagian akuntansi;

c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas pengesahan SPJ
GU/TU (bermaterai);dan

d. Surat Pernyataan Tangg-rrng Ja'u,'ab Belanja ibermaterai).
(5) Kelengkapan dokumen SPM-LS pembayaran gaji dan

tunj angan serta penghasilan lainnya untuk penerbitan
SP2D mencakup:
a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (bermaterai);
b. Rekapitulasi Daftar Gaji dan Tunjangal serta

Penghasilan Lainnya;
c. Surat Setoran Pajak (SSP) Potongan PPh Pasal 21;dan
,l e^li-ah eDn

(5a) Kelengkapan dokumen SPM-LS barang dan jasa untuk
penerbitan SF2D mencakup:
a. Surat pcrnyataan tanggrrngjawab irsik dan keuangan

(bermaterai);
b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Kelengkapan

SPM-LS (bermaterai);
c. Ringkasan Kontrak;
d. Khusus Pengadaan Barang yang menjadi Aset Tetap

harus melampirkan pencatatan aset oleh unit kerja
yang menangani aset Pemerintah Provinsi Bengkulu;

e. SSP disertai faktur pajak yang telah ditandatangani oleh
Wajib Pajak dan Wajib Pungut;dan

f. Salinan SPD.

i6) Dalam hai cioi<umen SPS{ sebagaimana dimaksud pada ay-ai
(1) dinyatakan iengkap, BUD/kuasa BUD menerbitkan
SP2D.

i7) Dalam hai dokumen SPid sebagaimana dimaksud pacia ayat
(1) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah dan/atau
pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran,
BUD/kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D.

(8) Dalam hal BUD/kuasa BUD berhalangan, yang
bersangkutan dapat rnenunjuk pejabat ]'ang diberi
wewenang untuk menandatangani SP2D.

52. Ketentuan Pasal 97 ayat (1) dan ayat (7) diubah, kemudian
ditambahkan satu ayat baru yaitu ayat (1O), sehingga Pasal 97
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 97
(1) Bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu

secara administratif wajib mempertanggungjawabkan
penggunaan uang persediaan/ganti uang
persediaan/tambah uang persediaan kepada kepala SKPD
melalui PPK-SKPD.

(2) Dokumen yang ciigunakan cialam menaiausahakan
pertanggungiawaban pengeluaran menca-kup:
a. register penerimaan laporan pertanggungiawaban

pengeluaran (SPJ);
b. register pengesahan laporan pertanggungjawaban

oengeluaran (SPJ);
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c. surat penolakan laporan pertanggungiawaban
pengeluaran (SPJ);

d. register penolakan iaporan pertanggungjawaban
pengeluaran (SPJ); dan

e. register penutupan kas.

(3) Dalam mempertanggungiawabkan pengelolaan uang
persediaan, dokumen laporan pertanggunglawaban yang
disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mencakup:
a. buku kas umum;
b. ringkasan pengeluaran per rincian obyek yang disertai

dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah atas
pengeluaran dari setia,p rincian obyek 5,a3g tercantum
dalam ringkasan pengeluaran per rincian obyek
dimaksud;

c. bukti atas penyetoran PPN/ PPh ke kas negara; <ian
d. register penutupan kas.

(4) Buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a ditutup setiap buian dengan diketahui pengguna
anggaran / kuasa pengguna anggaran.

(5) Dalam hal laporan pertanggungiawaban sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) telah sesuai, pengguna
anggaral / kuasa pengguna anggaran menerbitkan surat
npnaccahcn !cnnran nortcn oo rnoi orr.r I-'on

(6) Untuk tertib laporan pertanggungiawaban pada akhir
tahun anggaran, pertanggungiawaban pengeiuaran dana
bulan Desember disampaikan paling iambai talggal 3i
Desember.

(7) Dokumen pendukung SPP-LS dapat dipersamakan dengan
bukti pertanggungjawaban atas pengeluaran pembayaran
beban langsung kepada bendahara pengeluaran / bendahara
pengeluaran pembantu dan pihak ketiga.

(8) Bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu
pada SKPD wajib mempertanggungiawabkan secara
filhdci^--l aiao npnaalnl ..-6.- '-a-;-X; r^^^^'^^uLqJylr16!rvlqulrqBla

jawabnya dengan menyampaikan laporan
pertanggungiawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD
paling lambat ianggal iC (sepuluh) bulan berikuilya.

(9) Penyampaian pertanggungiawaban bendahara
pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu secara
fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (8)
dilaksanakan setelah diterbitkan surat pengesahan
pertanggung'awabal pengeluaran oleh pengguna
anggaran/ kuasa pengguna €rnggaran.

(lO)dana tambahan uang persediaan harus
dipertanggunglawabkan paling lama 1 (satu) bulan sejak
tanggal diterbitkannya SP2D TU dan sisa dana tambahan
uang persediaal harus disetor ke rekening kas umum
daerah.
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53. Ketentuan Pasal 99 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) diubah,
kemudian ayat (21 dihapus, sehingga Pasal 99 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 99
(1) Pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran melakukan

pemeriksaan kas yang <likeIola oleh benciahara
penerimaan/benda-hara penerimaan pembantu dan
bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu
sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

(2) Dihapus.
{3} Pe:=eriksaan kas sebagaimana dimaksud pada a;-at (1)

dituangkan da,lam berita acara pemeriksaan kas.
(4) Berita acara pemeriksaan kas sebagaimana dimaksud pada

ayai (3) ciisertai ciengan register per-ruiupan kas mengacu
kepada lampiran Peraturan Gubernur ini yang merupakan
satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

54. Ketentuan Pasal 1O5 diubah, sehingga berbunyi sebagai
ucr -i1! Lt L.

Pasal 105
Prosedur akuntansi penerimaan kas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 103 ciilaksanakan oleh PPK-SKPD.

55. Ketentuan Pasal 1O6 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 1O6 ayat
(2) berbunyi sebagai berikui:

Pasal 1O6
(2) Secara harian jurnal atas transaksi penerimaan kas

diposting ke dalam buku besar rekening berkenaan.

56. Ketentuan Pasa-l 108 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 108 ayat
(1) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 108
(1) Prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPD meliputi

seralgkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran,
sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan
pengeluaral kas dalam rangka pertangqungl'awaban
pelaksanaan APBD dilakukan dengan menggunakan
aplikasi komputer.

57. Ketentuan Pasai i10 ayat i2) diubair, sehingga Pasai 1I0 ayat
(2) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 110
(2) Secara harian jurnal atas transaksi pengeluaran kas

diposting ke dalam buku besar rekening berkenaan.
58. Ketentuan Pasai i i2 ayat (1i diubah, kemuciian ciiiambahkan i

(satu) ayat baru yaitu ayat (3), sehingga Pasal 112 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 112
(1) SKPD men)rusun dan melaporkan pertanggungiawaban

pelaksanaan APBD secara periodik ya-ng meliputi:
a. laporan realisasi anggaran SKPD;
b. neraca SKPD;
c. cataia.n aias laporau keuangarr SKPD;
d. Laporan Operasional; dan
e. Laporan Perubahan Ekuitas.
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(2) Laporan pertanggunglawaban pelaksanaan APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan
disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang
mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan.

{3} Laporan keuangan yang dimaksud pada ayat (3) huruf d
dan e dilaksanakan setelah diberlakukannya Kebijakan
Akuntansi berbasis akrual di Pemerintah Daerah yang
dia'{-ur dengan Peraturan Gubernur.

59. Ketentuan Pasal 113 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 113
Prosedur akuntansi penerimaan kas pada PPKD meliputi
serangkaian prcses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran,
sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan
penerimaan kas dalam ralgka pertanggunglawaban
pei:rksanaan APBD dengan mcnggunakan apiikasi komputer.

6O. Ketentuan Pasal 115 diubah, sehingga berbunyi sebagai
benkut:

Pasal 115
Prosedur akuntansi penerimaan kas sebagaimana dimaksud
daiam Pasai 1i3 dilaksarrakan oleh iungsi akuntansi pada
SKPKD.

61. Ketentuan Pasal 116 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga
Pasal 116 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 116
(1) Fungsi akuntansi berdasarkan bukti transaksi penerimaan

kas sebagaimana dimaksud daiam Pasal 114 ayat (1)
melakukan pencatatan ke dalam buku jurnal penerimaan
kas dengan mencantumkan uraian rekening-lawan asal
penerimaan kas berkenaan.

(2) Secara harian jurnal atas transaksi penerimaan kas
riipcsting ke dalam b..rku besar rekening berkenaan.

(3) Setiap akhir periode semua buku besar sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditutup sebagai dasar penl'usunan
laporan keuangan SKPKD.

62. Ketentuan Pasal 117 diubah, sehingga berbunyi sebagai
!:erikut:

Pasal 117
Prosedur akuntansi pengeluaran kas pada PPKD meliputi
serangkaian proses muiai dari penc.rtaian, pengikhtisaran,
sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan
pengeluaran kas dalam rangka pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD dengan menggunakan aplikasi komputer.

63. Ketentuan Pasal 118 ayat (1) diubah, sehingga Pasai 118 ayat
/1 I t^^-1^..--.i ^^t-^-^i 1^^-il----.
t r., ucl uLrrlJr sc,.JdBar usl li\Ll!.

Pasal 118
(1) Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi

pengeluaran kas sebagaimana dimaksucl daiam Pasai 117
mencakup:
a. surat perintah pencairan dana (SP2D); atau
b. nota debet bank.



-34-

(7) Peny,usunal laporan kinerja interim sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam
Negeri yang mengatur mengenai laporan kinerja interim di
lingkungan pemerintah daerah.

(8) Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat pernyataan
Gubernur yang menyatakan pengelolaan APBD yarLg
:nFnir.li f :rn.r.n rn.r irrr:l:hnrra telrh r-ricelenooar alzan

berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai,
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(9i irormai surai pernyaiaal Gubernur bahw-a pengeiolaan
APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah
diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern
yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat
(S)tercantum dalam lampiran VIII Peraturan Gubernur ini.

(l0)Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam
ayat (3) huruf a, disampaikan oieh Gubernur kepada
Menteri Dalam Negeri Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah
tahun anggaran berakhir.

69. Ketentuan Pasal 136 ayat (21 dihapus, sehingga Pasal 136
trerbunyi sebagai berikut:

Pasal 136
(1)Da1am ha,l Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi

nF!-airr:.rh r'!aerrh ipntahd hprf a- dd thdi o'.'- h- ^
pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Gubernur
tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD tidak sesuai dengarr kepentingan ufitum cian
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,
Gubernurbersama DPRD wajib melakukan penyempurnaan
paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya
hasil evaluasi.

(2) Dihapus.

TO.Diantara BAB VII dan BAB WII ditambahkan 1 (satu) BAB baru
yaitu BAB VIIA, yang berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIIA
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasai i37A
Gubernur dapat menetapkan SKPD atau Unit Kerja pada SKPD
yang tugas dan fungsinya bersifat operasional dalam
menyelenggarakan pelayanan umllm dengan menerapkan Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1378
Dalam menyelenggarakan dan meningkatkan layanan kepada
masyarakat sebagaimana dimaksud cialam Pasal 137A, SKPD
atau Unit Kerja pada SKPD yang menerapkan PPK-BLUD
diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
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Pasal 137C
Pedoman teknis mengenai poia pengelolaan keuangan Barian
Layanan Umum Daerah diatur tersendiri dengan peraturan
Gubernur.

71. Ketentuan Pasal 138 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasa-I 138
(1) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah

dikoodinasikan dengan Menteri Dalam Neeeri.
(2) Pembinaan untuk kabupaten/kota dikoordinir oleh

Gubernur selaku wakil Pemerintah di daerah.
72. Ketentuan Pasai 140 ayat (4) ciiubah, sehingga pasal i4O ayat

(4) berbunyi sebagai berikut:

Pasai 14O
(4) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilaksanakan secara berka,la bagi Gubernur atau wakil
Gubemur, pimpinar-i dan alggota DPRD, perangkat ciaerah,
dan pegawai negeri sipil daerah serta kepada bendahara
penerimaan/bendahara penerimaan pembantu dan
bendahara pengeluaran/ bendahara pengeluaran pembantu.

73.Pada ketentuan BAB VIII Bagian Kedua ditambahkan 1 (atu)
paragraf baru yaitu Paragrai 2 yang berbunyi sebagai berikut:

pEMBTNAA N DA N pEIFSAB#!'o.o* pErycELoLAAN
KEUANGAN DAERAH

Paragraf 2
Pengendaiian Inl"ern

Pasal 143A
{1) Dalam rangka meningk*-tkan kinerja transparansi dan

akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Gubernur
mengatur dan menyeienggarakan sistem pengendalian
intern di iingkungan Pemerintah Dacrah.

(2) Pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan proses yang dirancang untuk memberikan
keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tuJuan
pemerintah daerah yang tercermin dari keandalan laporan
keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan progrr-
dan kegiatan serta dipatuhinya peratu..r, pe.undr.rg-
undangan.

(3) Pengendalian intcrn scbagaimana dimal<sud pada ayat {2}
sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. terciptanya lingkungan pengendalian yang sehat;
b. terseienggaranya penilaian risiko;
c. terselenggaranya aktivitas pengendalian;
d. terselenggaranya sistem informasi dan komunikasi; darr
e. terseienggaranya kegiatan pemantau€rn pengendalian.

(4) Penyelenggaraan pengendalian intern sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ke_t.entuan
peratur€rn perundang-undangan.
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T4. Lanpiran I sampai dengan Lampiran VI Peraturan Gubernur
Bengkulu Nomor 32 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah diubah sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur
ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya
dalar'n Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 27 -1O-2O14

GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. JUNAIDI HAMSYAH
Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 29-lO-2O14
Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,

ttd.

H. SUMARDI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2014 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan asliya
KEPALA',ff."*',"'

M. IKHWAN. SH.. MH
Pembina Tk. I

NIP. 19690905 199403 1001


